PERATURAN DAERAH PROVINS! KEPULAUAN RIAU
NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERTANIAN, PETERNAKAN

Menimbang

Mengingat

DAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

bahwa untuk melakasanakan ketentuan Pasal 24 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan
Pertanian, Peternakan dan Perkebunan;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran
Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2043);

2.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang

Ketentuan—ketentuan Pokok Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Repulik
Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2824),

3. Undang-Undahg Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 786,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3259),
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 38685) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4048);

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4237),

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana teiah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4578);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006
tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis
penerimaan negara bukan pajak yang berlaku
pada Departemen Kelautan dan Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4623);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomar 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINS! KEPULAUAN RIAU

dan
GUBERNUR KEPULAUAN RiIAU,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI

PELAYANAN PERTANIAN, PETERNAKAN DAN
PERKEBUNAN



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.

2. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD
adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah dalam

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas-dinas Daerah.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah

unsur pelaksana teknis operasional dan atau kegiatan teknis

penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah
kabupaten/kota.

9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas-dinas Daerah.

10. Retibusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

11.Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi
retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan
tertentu.

12, Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena
pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

13. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi
atau Badan vyang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan,
pengendaiian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan sumber daya alam,
barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

14 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai  dari
penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya
retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada
wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
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15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang
terutang.

16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKRD Tambahan adalah surat ketetapan yang menentukan
tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disingkat
SKRD Jabatan adalah surat ketetapan retribusi daerah yang
ditetapkan karena jabatan sebagai akibat tidak menyampaikan
permohonan,.

18.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih
besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

19.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda.

20.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk  mencari,
mengumpulkan dan mengolah data danfatau keterangan lainnya
dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi
berdasarkan peraturan perUndang-Undangan retribusi daerah.

21.Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang
selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

22.Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih yang selanjutnya
disingkat BP2MB adalah UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian
Mutu Benih Perkebunan, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan
Provinsi Kepulauan Riau.

23 Balai Pengujian Teknologi Proteksi Perkebunan yang selanjutnya
disingkat BPTPP adalah UPTD Balai Pengujian Teknologi Proteksi
Perkebunan, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi
Kepulauan Riau

24.Balai Perlindungan Tanaman yang selanjutnya disingkat Baperlintan
adalah UPTD Balai Perlindungan Tanaman, Dinas Pertanian,
Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepulaun Riau.

25 Balai Perbenihan Tanaman yang selajutnya disingkat BPT adalah
UPTD Balai Perbenihan Tanaman, Dinas Pertanian, Kehutanan dan
Peternakan Provinsi Kepuatuan Riau.

26.Benih Tanaman adalah tanaman atau bagian yang digunakan untuk
memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman.

27 Sumber Benih adalah tempat dimana suatu kelompok benih
diproduksi.

28.Produsen Benih Sumber benih adalah usaha pengusaha yang
memperbanyak atau menduplikasi varietas unggul yang telah
ditentukan melalui pembangunan kebun atau entres/ stekres.



